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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peredaran uang asing secara ilegal di Indonesia mengacu pada penggunaan mata uang asing yang melanggar peraturan yang berlaku, terutama kewajiban penggunaan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri. Praktik ini dapat merusak stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara Peredaran uang asing secara ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang dapat merusak stabilitas moneter dan sistem keuangan suatu negara. Kejahatan ini seringkali terkait dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyelundupan. Peredaran uang asing secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi.

Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian di Indonesia. Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian.
 Bahkan, para nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya likuidasi beberapa bank, menganggap Pemerintah yang menjadi  penyebabnya. Inipun dipergunakan oleh pimpinan bank bersangkutan untuk mencari kambing hitamnya.

Kegiatan ekonomi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum. Selain memerlukan tenaga professional dan ketersedian modal dalam menjalankan aktivitas perekenomian, diperlukan pula pemahaman yang benar supaya kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak melanggar aturan dan berakhir dengan tindak pidana.

Tindak pidana ekonomi dipahami sebagai semua perbuatan pidana yang terkait dengan ekonomi baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Asas pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana sehingga ada aturan yang secara normatif mengaturnya. Secara hukum, aturan pidana ekonomi telah tercantum dalam KUHPidana Pasal 378 sampai 481 yang mengatur delik kecurangan. Dan secara materiil, tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dari KUH Pidana. Dilihat dari pelakunya, tindak pidana ekonomi tidak hanya dilakukan oleh indvidu, kelompok bahkan sindikat serta melihat dampak yang ditimbulkan berpengaruh signifikan terhadap laju perkem-bangan perekonomian masyarakat serta kerugian yang bagi Negara.

Hukum Pidana Islam diartikan sebagai hukum yang didasarkan kepada sumber wahyu yaitu Al-Quran dan al-Sunnah Nabi saw. Sumber hukum Islam tersebut kemudian dipahami dengan nalar hukum yang melahirkan Fikih. Sedangkan Fikih adalah produk ijtihad, dan ijtihad merupakan upaya istinbath hukum.

Hukum Pidana Islam dalam kajian fikih dikenal istilah fikih jinayah, yang kajiannya meliputi norma-norma syariah terkait tindak pidana kejahatan berikut sanksi pidananya. Dalam Fikih Jinayah perbuatan pidana digolongkan kepada bentuk yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan jarimah ta’zir. Menurut al-Mawardi, istilah jarimah (tindak pidana) dalam Fikih Jinayah dipahami semua perbuatan dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi atau had atau ta’zir.

Istilah jarimah (al-jarîmat) berasal dari kata jarama yajrimu jarm. Secara bahasa ia memiliki beberapa arti, di antaranya: memotong atau memutus (qatha‘a yaqtha‘u qath‘); melanggar atau menyalahi (al-ta‘addî), dosa (al-dzanb); berusaha (kasaba yaksibu kasb); dan pasti atau “mesti” (wajaba, haqqa). Arti memotong atau memutus seperti digunakan dalam hal memetik buah-buahan atau menebang pohon, sebagaimana terlihat dalam kalimat “Ia memetik buah kurma; Pohon itu tumbang (telah ditebang)”

Secara substantif dalam fikih jinayah, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum syara’ mencakup agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Hukum syara’ yang dimaksud tentu saja al-Quran dan Sunnah.6 Panda-ngan Fikih Jinayah, terhadap suatu perbuatan pidana baru dapat dipidana jika memenuhi tiga unsur yaitu unsur formil (al-rukn al-syar‘î), unsur materil (al-rukn al-mâdî) dan unsur moral (al-rukn al-adabî).

Menurut hukum Islam, peredaran uang asing secara ilegal (valuta asing) adalah haram karena melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengatur pertukaran mata uang (disebut al-sharf). Ilegalitas dalam transaksi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti melibatkan spekulasi (maisir), ketidakpastian (gharar), atau tidak memenuhi syarat serah terima yang tunai.

Dalam transaksi pertukaran mata uang asing yang berbeda jenis, seperti Dolar AS dan Rupiah, syarat mutlaknya adalah harus dilakukan secara tunai dan langsung di tempat akad berlangsung (taqabudh), tidak boleh ditunda.  Peredaran uang ilegal sering kali melibatkan transaksi yang pembayarannya ditangguhkan atau tidak langsung, sehingga melanggar syarat kontan dalam akad al-sharf. 

Praktik ilegal dalam peredaran uang asing sering kali bertujuan untuk mencari keuntungan besar dari fluktuasi nilai tukar tanpa adanya kebutuhan transaksi yang jelas. Unsur spekulasi atau untung-untungan ini disebut maisir dan dilarang dalam syariah. Beberapa instrumen ilegal, seperti transaksi option atau forward yang tidak memenuhi syarat, mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang tinggi, karena harga yang disepakati di awal berbeda dengan nilai saat penyerahan di masa depan. 

Menurut Fatwa DSN-MUI, transaksi valuta asing diperbolehkan jika ada kebutuhan yang mendesak, seperti untuk transaksi riil (impor/ekspor), berjaga-jaga (tabungan), atau kebutuhan lainnya yang sah. Jika peredaran uang asing dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan hanya untuk mencari keuntungan spekulatif, maka transaksi tersebut tidak memiliki dasar kebutuhan yang sah dalam syariah. 

Peredaran uang ilegal tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga dapat menjadi bagian dari praktik kejahatan yang lebih besar. Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Sebagian besar peredaran uang asing secara ilegal melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Islam mengajarkan umatnya untuk taat pada pemimpin dan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, demi menjaga ketertiban umum. Melakukan transaksi ilegal secara terang-terangan berarti melanggar aturan ini

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Uang Asing Secara Ilegal Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi”.
Rumusan Masalah


Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia ?

Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi ?
Bagaimana tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam ?
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi di Indonesia.

Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi.
Untuk mengetahui tindak pidana peredaran uang asing secara ilegal sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalam persfektif hukum Islam.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi.

Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran  kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana peredaran uang asing sebagai bentuk kejahatan ekonomi.

� Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian, Datacom, Jakarta, 2021, hlm. 1.


� Iza Fadri, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 17 No. 3 Juli 2021, hlm. 437.  
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